WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 49
TAHUN 2019 TENTANG TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Menimbang

a.

DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIREBON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota
Nomor 49 Tahun 2019 tentang Target Kinerja atas Penerimaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 49
Tahun 2019 tentang Target Kinerja atas Penerimaan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cirebon;

. bahwa penyebaran Wabah Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan
tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi serta
kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu penanganan khusus
dan pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan
masyarakat di Kota Cirebon;

bahwa dengan telah ditetapkannya Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019
di Wilayah Jawa dan Bali, Pemerintah Daerah Kota Cirebon harus
menindaklanjutinya dengan melakukan pengaturan pada
pelaksanaan kegiatan di sektor esensial dan kritikal yang

merupakan bagian dari objek pajak daerah;



Mengingat

1.

bahwa untuk mengatisipasi dampak sebagaimana dimaksud
pada huruf b dan huruf c serta dapat berimplikasi pada
Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, perlu
dilakukan penyesuaian target kinerja atas Penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, khusus di sektor Penerimaan

PBB P2 dan BPHTP;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2019 tentang
Target Kinerja atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah di Kota Cirebon;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Khusus
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota
Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3273);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 39),
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3
Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 105);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon
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Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 106);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Cirebon Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 69);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota
Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 104);

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah

Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 65);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG TARGET KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA CIREBON.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c
angka 3 dan angka 4 Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2019
tentang Target Kinerja atas Penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon
Tahun 2019 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Target
Kinerja atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di
Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 58)
diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
(1) Target kinerja tertentu adalah pencapaian target kinerja per

jenis pajak dan retribusi yang ditetapkan secara triwulan
dengan besaran sebagai berikut:

a. Pencapaian Target Kinerja Pajak Daerah I:

1. Triwulan I : 20% (dua puluh perseratus);

2. Triwulan II : 30% (tiga puluh perseratus)
atau sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh
perseratus);

3. Triwulan III : 20% (dua puluh perseratus)
atau sampai dengan triwulan Il : 70% (tujuh puluh

perseratus); dan

4. Triwulan IV : 30% (tiga puluh perseratus)
atau sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus
perseratus).

b. Pencapaian Target Kinerja PBB P2:

1. Triwulan I : 10% (sepuluh perseratus);
2. Triwulan 1II : 30% (tiga puluh perseratus)
atau sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh

perseratus);
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3. Triwulan III : 40% (empat puluh perseratus)

atau sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh

perseratus);

4. Triwulan IV : 20% (duapuluh perseratus)
atau sampai dengan triwulan IV 100% (seratus
perseratus).

c. Pencapaian Target Kinerja BPHTB:

1. Triwulan I : 20% (dua puluh perseratus);
2. Triwulan II : 25% (dua puluh lima perseratus)
atau sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh

lima perseratus);

3. Triwulan III : 25% (dua puluh lima perseratus)
atau sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh
perseratus);

4. Triwulan IV : 30% (tiga puluh perseratus)
atau sampai dengan triwulan IV 100% (seratus
perseratus).
d. Pencapaian Target Kinerja Retribusi Daerah:
1. Triwulan I : 20% (dua puluh perseratus);
2. Triwulan II  : 25% (dua puluh lima perseratus)
atau sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh
lima perseratus);
3. Triwulan III : 30% (tiga puluh perseratus)
atau sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima
perseratus); dan
4. Triwulan IV : 25% (dua puluh lima perseratus)
atau sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus
perseratus).
Insentif diberikan apabila instansi pelaksana pemungut pajak

dan retribusi dapat mencapai target kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif
untuk triwulan tersebut dibayarkan setelah mencapai target

kinerja yang ditentukan.

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran
penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang

sudah dibayarkan triwulan sebelumnya.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 31 Agustus 2021

WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASHRUDIN AZIS
Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 1 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd,
AGUS MULYADI
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
WA/ KERALA BAGIAN HUKUM,

RY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tingkat I (IV/Db)
19711228 199803 1 002



